Implementasi Kebijakan EMIS dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta by Rusdiana, A.





KoordinatoratPerguruanTinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS)
Wilayah II Jawa Barat dan Banten
PENANGUNG JAWAB
KoordinatorKopertais II Wilayah II Jabar Barat dan Banten
Redaktur
Dr.H. A. Rusdiana, Drs. MM.
Penyunting/Editor
Dr. Aeng Muchtar Ghozali, M.Ag.
Drs. H. YayaSuryana, M.Ag.
Nurholis, S.Ag., M.Ud.
H. Cecep Nurul Alam, ST, MT.




Dra. Hj. Titim Fatimah, M.Ag.
ii
Dani Muhammad Nugraha, S.Ag., M.E.Sy,
Drs. A. Agus Sulton, M.Ag.
Siti Masitoh, SE.
Deden Ali Murtado, S.Pd.I;
Muhammad Abduh, S.Fil.I.
Asep Saeful Milah, ST, MT.
Alamat Redaksi:
Kantor Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
Jln. AH.Nasution No. 105 Bandung 40614, Telp/Fax. 022-7802844
e-mail: kopertais_w2jb@yahoo.co.id
PENGANTAR REDAKSI
Dalam memasuki tahun keempat ini, I'TIBAR, tetap mengemban missi sebagai media
dan komunikasi ilmiah antara Perguruan Tinggi Keagamaam Islam Swasta di lingkungan
Koordinatorat Perguruan Agama Islam swasta Wilayah II Jawa Barat dan Banten, serta
masyaratkat ilmiah yang menampilkan hasil pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu
keislaman baik tekstual, kontekstual maupun aktual dalam bentuk gagasan, pengembangan,
pemikiran empirik dan hasil penelitian.
Sesuai dengan missi dan minat konsrtributor, I'TIBAR, Volume 04/Nomor
7/Nopember 2016 ini, bertemakan “pendidikan, hukum, dan ekonomi Islam” dengan
menyajikan lima belas artikel, yaitu: (1) Etika Pragmatisme Dalam Pendidikan Islam;
(2) Asal-Usul Teori Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi; (3) Pendidikan Berbasis
Masyarakat di Indonesia Dalam Presfektif Al-Qur’an dan Hadis; (4) Humanisi
Pendidikan dalam Peresfektif Islam; (5) Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan
Mutu Lembaga Pendidikan Islam; (6) Pembinaan Perilaku Seksual dalam Perspektif
Imam Al-Ghozali; (7) Efektifitas Metode Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqh di
Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah; (8) Meningkatkan Minat Berwirausaha Untuk
Menguatkan Perekonomian Syariah Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA’ 2015); (9) Optimalisasi Pendidikan Agama Islam Melalui Penerapan Model
Integrated Learning; (10) Bimbingan Dengan Pendekatantadabbur Al-Quran Untuk
Pengembangan Karakter Sabar Remaja; 11) Implementasi Kebijakan Emis Dalam
Mewujudkan Akuntabilitatas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta; 12)
Strategi Komunikasi Persuasif Guru PAI, Dalam Meningkatkan Aspek Afektif Siswa
Sekolah Dasar, Di Kota Bandung; (13) Analisa Yuridis Terhadap Prinsip Bunga Bank
Konvensional Dalam Perjanjian Kredit Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil
(Mudharabah) Dalam Sistem Perbankan Nasional; (14) Analisis Hukum Rumusan
Komisi II Bidang Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2012 Terhadap Anak
Luar Kawin Dan/Atau Anak Hasil Zina; dan (15) Kritik Hukum Siyasah Maliyah
Terhadap Persaingan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional.
Sebagai penutup dalam pengantar ini, redaksi mengharapkan I'TIBAR, untuk terus
mengembangkan misinya seiring dengan dinamika keilmuan yang dikembangkan oleh
pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada umumnya, khususnya pada PTKIS di lingkungan
2Koordinatorat Perguruan Agama Islam swasta Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Akhirnya,
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EMIS DALAM MEWUJUDKAN
AKUNTABILITATAS PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
A. Rusdiana dan Nasihudin
(Dosen Fakultas Sains dan Teknologi & PPs UIN SGD Bandung/
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung)
ABSTRACT
The most crucial issue in the policy is the implementation phase, because there is always a gap
between the policy content with the environmental implementation. There are several
problems found in implementing policies in PTKIS EMIS, especially the mismatch between
Dirjen Pendis Decree No. J.I / 46/2009 with a performance condition of PTKIS EMIS. For
example, some PTKIS from the side of their physical data are not adequate, and there are the
lacks of mean and facility, and qualified personnels, both in their education and authority.
Therefore, not surprisingly, the results of accreditation are not satisfied. This study aimed to
know communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the policy
implementation of EMIS in realizing Accountability of PTKIS Kopertais in II Jabar-
Banten.The study utilized the method of qualitative data analysis inductively, directing
research target in an effort to find a descriptive theory from basic, and more concerning the
process than results. The results of this study indicated that; the communication was not
effective; resources could not guarantee the effectiveness of the policy; disposition did not
support; bureaucratic structure did not help to achieve the performance of EMIS, and these
constraints had an impact on PTKIS.
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membentuk pola hidup masa kini
dan masa depan. Kecenderungan itu me-
rupakan bentuk pergeseran dari ekono-
mi industri ke ekonomi informasi. Da-
lam ekonomi industri kapital manusia
merupakan sumber yang sangat strate-
gis, dan informasi, merupakan sumber
yang paling strategis. Pada era global
informasi menjadi kekuatan yang harus
diperhitungkan. Informasi telah menjadi
komoditas ekonomi yang kuat. Bagi me-
reka yang dapat menguasai ekonomi in-
formasi akan menjadi pemenang dalam
persaingan. Misalnya, informasi yang di-
sebarluaskan surat kabar dapat memberi
kekuatan masyarakat untuk semakin pe-
ka terhadap lingkungan, semakin kritis
terhadap fenomena sosial, dan semakin
waspada terhadap penyimpangan.
Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi oleh masyarakat seka-
rang ini sudah menjadi biasa, tidak lagi
menjadi impian yang sulit diwujudkan,
termasuk pemanfaatannya di dunia pen-
didikan. Mengingat pemanfaatan tekno-
logi informasi dan komunikasi untuk
dunia pendidikan sudah menjadi bagian
yang tak terpisahkan, diperlukan pema-
syarakatan sekaligus implementasi sis-
tem informasi manajemen pendidikan
yang tepat agar pelaksanaan dan peman-
faatannya optimal sesuai dengan kepen-
tingan dan sasaran dunia pendidikan.
Sistem informasi manajemen pendi-
dikan atau Education Management Infor-
mation System (EMIS), diperuntukan se-
bagai pendukung kegiatan fungsi mana-
jemen seperti planning, organizing, ac-
tuating, controlling dalam rangka menun-
jang tercapainya sasaran dan tujuan
fungsi operasional dalam organisasi pen-
didikan. Dengan harapan agar organisasi
pendidikan menjadi transparan dan
akuntabel.
Pada kenyataannya, berdasakan ha-
sil pengamatan sepintas menunjukkan
bahwa sebagian besar Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), sa-
ngat sulit memenuhi persyaratan di atas.
Kebanyakan PTKIS, belum dapat meme-
nuhi persyaratan dengan baik. Sering
dijumpai suatu PTKIS dari fisik bangun-
annya saja tidak memadai, ditambah lagi
dengan minimnya dosen yang meme-
nuhi kualifikasi, baik dari segi pendi-
dikan ataupun kewenangan mengajar-
nya. Untuk mencapai beberapa kriteria
administratif di atas, kebanyakan PTKIS
sangat tergantung pada dukungan kebi-
jakan pemerintah, pusat maupun dearah,
mahasiswanya dan peran serta masya-
rakat. Pemasukan dana diluar Pemda
dan uang kuliah dari mahasiswa masih
minim, sumberdaya organisasi belum
memadai. Oleh karena itu, tidak heran,
apabila dalam kegiatan pelaporan EMIS,
selalu dihadapkan pada permasalahan.
Di antara permasahan yang dihadapi
oleh Pendidikan Tinggi Keagamaan
K
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Swasta, pada umumnya masih diha-
dapkan pada beberapa kendala, di anta-
ranya: 1) Sumber data merasa jenuh
untuk melayani permintaan data yang
berulang-ulang dalam waktu yang ham-
pir bersamaan, 2) sumber data masih
memposisikan pendataan EMIS pada
prioritas yang rendah dan sering di-
abaikan karena sumber data belum da-
pat merasakan pentingnya pendataan
EMIS; 3) kondisi infrastruktur (jaringan
internet) di sebagian besar daerah masih
kurang mendukung bagi sumber data
dalam mengakses aplikasi EMIS dengan
lancar; dan 4) ketersediaan hardware
(server EMIS) masih kurang memadai
sehingga operator data EMIS di daerah
sering merasa kesulitan untuk meng-
akses aplikasi EMIS.
Permasalahan di atas berdampak pa-
da kinerja pengelolaan sistem manaje-
men data pendidikan EMIS, semester
ganjil tahun 2015/2016 yang dilaksana-
kan oleh PTKIS di 13 Kopertais se wila-
yah Indonesia. Berdasarkan pengamatan
sepintas dari 9 Kopertais dengan 599
PTKIS yang aplod data EMIS hanya 415
prodi, atau 71, 8 %.1
Hal itu, terjadi pula pada PTKIS di
lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa
Barat dan Banten, dalam mengiplemen-
tasikan program kebijakan EMIS. Berda-
sarkan hasil pengamatan sepintas ten-
tang pengelolaan EMIS, di lingkungan
1 Data Monitoring EMIS Dijen Pendis, Semester
Ganjil Tahun 2015/2016.
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan
Banten pada semester ganjil tahun
2015/2016, dari 114 PTKIS, realisasi ha-
nya 48 PTKIS, atau 42 %, masih ada 56
PTKIS, atau 58 % yang belum aplod data
EMIS, pada waktunya, hal ini menun-
jukkan bahwa masih rendahnya respon
PTKIS, terhadap pentingnya EMIS.2
Yang menjadikan persoalan, apabila
hal itu, dikaitkan dengan kondisi objektif
sumber daya yang dimiliki oleh PTKIS
di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa
Barat dan Banten, terutama sumber daya
manusia, finansial, dan sumber daya
sarana prasarana yang cukup memadai,
tampaknya tugas itu, tidak munkin tidak
dapat dijalankan secara transparan dan
akuntabel.
Bertitik tolak dari latar belakang
kondisi dan permasalahan diatas, tam-
paknya bertumpu pada persoalan pena-
taan manajemen (perencanaan, pengor-
ganisasian, pelaksanaan, dan pengawas-
an), yang di desentralisasikan serta men-
jadi kewenangan dan tanggungjawab
PTKIS dalam kerangka upaya pening-
katan mutu pendidikan PTKIS. Maka
kajian dan pembahasan secara mendetail
perlu dilakukan untuk menjawab semua
permasalahan di atas. Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk mengkaji imple-
mentasi kebijakan EMIS, yaitu: 1) komu-
nikasi kebijakan EMIS, pada PTKIS, 2)
sumber daya kebijakan EMIS, 3) dis-
2 Data EMIS Kopertais Wil II Jabar-Banten, Ta-
hun 2015/2016..
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posisi kebijakan EMIS, 4) sturtur biro-
krasi kebijakan EMIS.
PEMBAHASAN
Konsep Dasar Implementasi Kebijakan
EMIS
Kebijakan pendidikan merupakan
bagian dari kebijakan publik di bidang
pendidikan. Nugroho menjelaskan bah-
wa kebijakan pendidikan berkenaan de-
ngan kumpulan hukum atau aturan
yang mengatur pelaksanaan sistem pen-
didikan, yang tercakup di dalamnya tu-
juan pendidikan dan bagaimana men-
capai tujuan tersebut.3 Dengan mengutip
Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie
O’Neil lebih lanjut Nugroho menya-
takan, bahwa ”kebijakan pendidikan me-
rupakan kunci bagi keunggulan, sehing-
ga kebijakan pendidikan perlu mendapat
prioritas dalam globalisasi”.4 Salah satu
argumen utamanya adalah bahwa globa-
lisasi membawa nilai demokrasi. Demo-
krasi yang memberikan hasil adalah
yang didukung oleh pendidikan.
David C. Korten, sebagaimana diku-
tip oleh Tarigan5, memandang bahwa
3 Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori
Kebijakan – Analisis Kebijakan –. Proses. Jakarta:
Elex Media Komputindo, hlm. 36.
4 Ibid, hlm. 37.
5 Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebi-
jakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program
Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II
Lebak, Jawa Barat, Tesis Masigter Administrasi
Publik Yogyakarta: UGM, hlm. 81.
suatu program kebijakan akan berhasil
dilaksanakan jika terdapat kesesuaian
dari tiga unsur implementasi program,
yaitu: Pertama, kesesuaian antara pro-
gram dengan pemanfaat, yaitu kesesuai-
an antara apa yang ditawarkan oleh pro-
gram dengan apa yang dibutuhkan oleh
kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua,
kesesuaian antara program dengan orga-
nisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara
tugas yang disyaratkan oleh program
dengan kemampuan organisasi pelak-
sana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok
pemanfaat dengan organisasi pelaksana,
yaitu kesesuaian antara syarat yang di-
putuskan organisasi untuk dapat mem-
peroleh output program dengan apa
yang dapat dilakukan oleh kelompok
sasaran program. Implementasi kebijak-
an diwujudkan dengan program atau
kegiatan organisasi.
Untuk hal itu Fakry Gaffar menegas-
kan, bahwa kegiatan organisasi tidak
akan mampu mencapai tujuan jika dija-
lankan tanpa pengawasan.6 Dari pernya-
taan itu, difahami bahwa persoalan yang
menghambat proses pembangunan, se-
perti korupsi, pemborosan penggunaan
sumber-sumber, menurunnya disiplin,
atau rendahnya komitmen para pekerja,
semakin memperkuat alasan pentingnya
pengawasan yang efektif dalam
manajemen.
6 Fakry Gofar dan Yayat. 2003. Hasil
Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan. Bandung:
Pascasarjana UPI., hlm. 21.
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Ketidakefisienan dalam proses ma-
najemen telah membentuk kultur orga-
nisasi yang kurang sehat, sehingga akan
menyebabkan organisasi pendidikan ku-
rang sehat pula. Hal ini didasari oleh
salah satu pemikiran Weber, bahwa se-
tiap pejabat berada di bawah pengen-
dalian dan pengawasan suatu sistem
yang dijalankan secara disiplin.7
Dalam presfektif mananajemen kua-
litas terpadu, Gasperz menyatakan bah-
wa “suatu organisasi jika ingin kompe-
titip dalam persaingan global tidak bisa
mengabaikan tuntutan kebutuhan stake-
holder serta mampu memuaskan pelang-
gan.8 Untuk hal itu, Edwards III, meng-
ajukan pendekatan masalah implemen-
tasi dengan terlebih dahulu mengemu-
kakan dua pertanyaan pokok, yaitu: (1)
faktor apa yang mendukung keberha-
silan implementasi kebijakan? dan (2)
faktor apa yang menghambat keberha-
silan implementasi kebijakan? 9
Berdasarkan kedua pertanyaan terse-
but dirumuskan empat faktor yang me-
rupakan syarat utama keberhasilan pro-
ses implementasi, yaitu komunikasi,
sumber daya, sikap birokrasi atau pelak-
sana dan struktur organisasi, termasuk
tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor
7 Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi
Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja
Grafindo., hlm. 16-17.
8 Gasperz, 2008 : 8
9 Edwards III, George C. 1984. Implementing
Public Policy. Washington, Quarterly Press., hlm. 9.
tersebut menjadi kriteria penting dalam
implementasi suatu kebijakan.10
Secara reoritis, Sistem Informasi Ma-
najemen (SIM), menurut O’Brien seba-
gaimana dikutip oleh Rusdiana dan
Irfan, “...adalah suatu sistem terpadu
yang menyediakan informasi untuk
mendukung kegiatan operasional, mana-
jemen dan fungsi pengambilan keputus-
an dari suatu organisasi. Sistem Infor-
masi Manajemen (SIM) merupakan sis-
tem informasi yang menghasilkan hasil
keluaran (output) dengan menggunakan
masukan (input) dan berbagai proses
yang diperlukan untuk memenuhi tuju-
an tertentu dalam suatu kegiatan mana-
jemen. Selanjutnya O’Brien, menyatakan
bahwa: pertama; tujuan SIM, yaitu: (1)
Menyediakan informasi yang dipergu-
nakan di dalam perhitungan harga po-
kok jasa, produk, dan tujuan lain yang
diinginkan manajemen; (2) Menyediakan
informasi yang dipergunakan dalam
perencanaan, pengendalian, pengeva-
luasian, dan perbaikan berkelanjutan; (3)
Menyediakan informasi untuk pengam-
bilan keputusan. Kedua, sebuah sistem
informasi melakukan pemrosesan data
dan kemudian mengubahnya menjadi
informasi. SIM merupakan kombinasi
yang teratur antara people, hardware,
software, communication network dan data
resources. Ketiga, ada tiga peran utama
sistem informasi dalam bisnis yaitu:
10 Ibid., hlm. 10.
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1) Mendukung proses bisnis dan opera-
sional, 2) Mendukung pengambilan
keputusan, 3) Mendukung strategi untuk
keunggulan kompetitif.11
Dalam dunia pendidikan, sistem in-
formasi manajemen serta teknologi in-
formasi sangatlah mendukung untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Hal
tersebut merupakan fungsi dari Sistem
Infomasi Manajemen Pendidikan
(SIMDIK), atau Education Management In-
formation System (EMIS). EMIS merupa-
kan suatu sistem manajemen pendukung
yang berfungsi untuk menyediakan data
dan informasi yang akurat dan tepat
waktu untuk digunakan sebagai dasar
pengambilan kebijakan, perencanaan
dan penyusunan anggaran pendidikan.
Tanpa dukungan data dan informasi
yang akurat dan tepat waktu, niscaya
perencanaan pendidikan, khususnya
yang dikelola oleh Kementerian Agama,
menjadi tidak efektif dan dapat meng-
akibatkan kesia-siaan dan pemborosan
waktu, usaha dan sumber daya.
Secara teknis, sejak Februari 2002
EMIS resmi menjadi "Bagian Data dan
Informasi Pedidikan", oleh karena itu ke-
giatan pendataan, pengolahan, pelapor-
an, pelayanan dan sosialisasi data serta
informasi pendidikan menjadi tanggung
jawab bagian tersebut. Dengan terben-
tuknya kelembagaan tersebut, penting
11 Rusdiana A. dan Moh. Irfan, 2014. Sistem
Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia, hlm.
55-56.
artinya agar selalu dapat memenuhi
seluruh kebutuhan data dan informasi
bagi pembangunan dan pengembangan
lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Secara operasinal EMIS, diberlaku-
kan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor
J.I/46/2009. Tentang Pedoman Mekanis-
me Pendataan Lembaga Pendidikan Is-
lam. Dalam kebijakan tersebut, dijelas-
kan bahwa tujuan Perancangan dan pe-
ngembangan Education Management In-
formation Sistem (EMIS) di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
diharapkan mampu menjadi jalan keluar
atas permasalahan klasik yang selama ini
terjadi di Departemen Agama, yaitu keti-
daktersediaan data dan informasi yang
memadai tentang dunia pendidikan ma-
drasah secara nasional. Untuk mencapai
hasil yang maksimal, EMIS memerlukan
persiapan yang baik terutama dari segi
kemampuan dasar manajemen, keterse-
diaan instrumen statistik yang akan di-
pergunakan untuk menghimpun data,
serta berbagai fasilitas pengolahan data
baik secara komputerisasi maupun ma-
nual untuk memudahkan proses peng-
olahan data hingga menjadi informasi
yang bermanfaat.12
Adapun tujuan dari pembangunan
dan pengembangan EMIS di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
12 Ditjen Pendis, 2009. Pedoman Mekanisme
Pendataan Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta:
Kemenag RI, hlm.7
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antara lain: 1) menyediakan data dan in-
formasi yang dibutuhkan dalam peru-
musan kebijakan, perencanaan penye-
lenggaraan pendidikan, pengembangan
poyek, penyusunan anggaran dan peng-
ambilan keputusan. 2) menyediakan dan
mendukung pimpinan dengan data ter-
baru yang diperlukan untuk membuat
perencanaan dan pengambilan keputus-
an yang lebih efektif dalam skala regio-
nal dan nasional. 3) membantu perce-
patan penyelenggaraan otonomi daerah
dengan menyajikan data secara regional
(propinsi dan kabupaten/kota) sehingga
daerah dapat dengan mantap menyusun
rencana pembinaan dan penyelengga-
raan pendidikan di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota dengan mempertim-
bangkan aspek equity (kesetaraan), qua-
lity (kualitas), efficiency (efisiensi), dan
effectiveness (efektivitas).13 .
Akuntabilitas lembaga pendidikan
tinggi dapat diartikan sejauh mana per-
guruan tinggi tersebut mempunyai mak-
na dari para stakeholders-nya, dapat ti-
daknya kinerja (produk), prilaku penge-
lola dapat dipertanggungjawabkan seca-
ra hukum, etika akademik, agama, dan
nilai budaya. Daulat P.Tampubolon, me-
negaskan, ”...akuntabilitas perguruan
tinggi dapat dilihat yaitu: “(a) apakah
peraturan yang ditetapkan oleh pergu-
ruan tinggi dapat dipertanggungjawab-
kan secara undang-undang? (b) apakah
13 Ibid., hlm. 8.
materi kuliah yang diberikan dosen da-
pat dipertanggung-jawabkan secara ku-
rikuler dan etika akademik? (c) apakah
nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh
mahasiswa terpercaya?, (d) Apakah pri-
laku (sikap) kepelayanan para pengelola
perguruan tinggi dapat dipertanggung-
jawabkan secara hukum, etika, agama,
dan nilai budaya?, (e) apakah penelitian
yang dilakukan dan hasilnya tidak ber-
tentangan dengan agama dan atau un-
dang-undang? serta (f) apakah perguru-
an tinggi mempunyai kode etik?” 14.
Islam telah mengajar konsep akun-
tabilitas pelaksanaan pendidikan, dalam
hadist Nabi, sebagai berikut:
ْﻦَﻋ ِﷲاِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑا َﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَر ُﷲا ﺎﻤُﮭْﻨَﻋ َّنَا
ُلْﻮُﺳَر ِﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲا ِﮫْﯿَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻗ: ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ٍعاَر
ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو ٍلْﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻦَﻋ ِﮫِﺘَّﯿِﻋاَر ُﺮْﯿِﻣَﺄْﻟﺎَﻓ ْيِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋ ِسﺎَّﻨﻟا
ٍعاَر َﻮُھَو ٌلْﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﮭْﻨَﻋ ُﻞُﺟَّﺮﻟاَو ٍعاَر ﻰَﻠَﻋ ِﻞْھَا ِﮫِﺘْﯿَﺑ
َﻮُھَو ٌلْﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﮭْﻨَﻋ ُةَأْﺮَﻤْﻟاَو ٍﺔَﯿِﻋاَر ﻰَﻠَﻋ ِﺖْﯿَﺑ ﺎَﮭِﺟْوَز
ﺎَھِﺪِﻟَوَو َﻲِھَو ُﺌْﺴَﻣٌلْﻮ ْﻢُﮭْﻨَﻋ ُﺪْﺒَﻌْﻟاَو ٍعاَر ﻰَﻠَﻋ ِلﺎَﻣ
ِهِﺪﱢﯿَﺳ َﻮُھَو ٌلْﻮُﺌْﺴَﻣ ُﮫْﻨَﻋ ﺎَﻟَأ ْﻢُﻜُّﻠُﻜَﻓ ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو َو
ٌلْﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻦَﻋ ِﮫِﺘَّﯿِﻋاَر (ٌﻖَﻔَﺘُﻣ ِﮫْﯿَﻠَﻋ)
”....Dari Abdillah bin Umar R.A.
sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Kepala negara yang me-
mimpin manusia (masyarakat) nya, akan
dimintai pertanggungjawaban terhadap yang
dipimpin. Suami itu pemimpin terhadap ke-
14 Tampubolon P. 2001. Perguruan Tinggi
Bermutu. Jakarta.Penerbit Blantika., hlm. 123.
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luarganya dan dia akan dimintai pertang-
gungjawaban terhadap mereka. Istri adalah
pemimpin atas rumah tangga, suami dan
anaknya, dan dia akan dimintai pertang-
gungjawaban terhadap apa yang dipimpin-
nya. Hamba sahaya adalah pemimpin atas
harta tuannya dan dia akan dimintai per-
tanggungjawaban terhadap harta tuannya
itu. Ketahuilah, setiap kamu itu pemimpin
dan setiap pemimpin akan dimintai pertang-
gungjawaban atas kepemimpinannya”.
(Muttafaqun ‘Alaih)
Dengan demikian akuntabilitas, ber-
tumpu pada pertanggung jawaban kepe-
mimpinan. Akuntabilitas suatu pergu-
ruan tinggi merupakan hal yang sangat
penting untuk menjaga mutu lulusannya
dengan masyarakat pemakainya. Ada-
nya “keunggulan” tertentu lulusannya,
merupakan hal memberikan nilai tam-
bah bagi lulusannya dan citra perguruan
tinggi yang bersangkutan. Apalagi da-
lam pengembangan kurikulum sepenuh-
nya diserahkan kepada perguruan tinggi
yang bersangkutan sehingga masa yang
akan datang, kompetisi antara pergu-
ruan tinggi akan semakin ketat”
Adapun wujud akuntabiliitas PTKIS,
dibuktikan dengan adanya kepercayaan
masyarat, dan adnya legalitas pemerin-
tah didasarkan atas pengukuran standar
nasional pendidikan dibuktikan dengan
hasil Akreditasi BAN-PT.
Pendekatan dan Wilayah Kajian
Tulisan ini merupakan hasil pene-
litian dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Menurut Moleong, penelitian
kualitatif berakar pada, tatar alamiah
sebagai keutuhan. Penelitian kualitatif
mengandalkan manusia sebagai alat pe-
nelitian, memanfaatkan metode, kuali-
tatif analisis data secara induktif, menga-
rahkan sasaran penelitian pada usaha
menemukan teori dari dasar, bersifat de-
skriptif, dan lebih mementingkan proses
dari pada hasil. 15
Pendekatan kualitatif dalam suatu
penelitian tidak membutuhkan jumlah
populasi dan penentuan sample, tetapi
tergantung pada konsep yang diguna-
kan dan terbatas pada unit kualitasnya.
Dipertegas oleh Sukmadinata:"Penelitian
kualitatif siklusnya belum selesai selama
diketemukan hal baru. Penelitian kuali-
tatif tidak ada, penjumlahan jawaban
yang ada hanya penyempumaan jawab-
an".16 Oleh karena itu, jumlah subyek
penelitian tidak dikemukakan secara ke-
tat tetapi tergantung pada tercapainya
tendensi data. Melalui pendekatan ini,
berusaha untuk menganalisis kehidupan
unit sosial seperti kelompok masyarakat,
organisasi, atau individu. Studi kasus
kadang-kadang digambarkan sebagai
15 Moleong Lexy 1996. Metode Penelitian
Kulaitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya., hlm. 27.
16 Sukmadinata, 2006. Pengendalian Mutu
Pendidikan (konsep, Prinsip, dan Instumen), Bandung:
Reflika Adita, hlm. 94.
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metode ’naturalistik’ dengan menguta-
makan teknik obsevasi dan wawancara
mendalam. Hasil penelitian studi kasus
sering digunakan untuk mengungkap-
kan situasi dan kondisi yang unik.
Kebijakan EMIS pada PTKIS
Sesuai dengan desain, tujuan, dan
temuan penelitian ini, untuk mencermati
berbagai fenomena dari perkembangan
sistem informasi manajemen pendidikan
dan pemanfaatannya di dalam dunia
pendidikan khususnya di PTKIS saat ini.
Dalam pembahasan ini, berturut-turut
akan disajikan deskripsi temuan peneliti-
an, yang dinggapap mewakili 15 PTKIS
di lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar
Bnaten, dilakukan oleh peneliti antara
bulan Juni-September 2016, yaitu:17
Efektifitas Komunikasi dalam Pengambilan
Keputusan
Kominikasi program implementasi
EMIS di 15 PTKIS, pada umumnya be-
lum sepenuhnya dapat dilaksanakan se-
cara baik dan jelas bagi para pelaksana,
dikarenakan, masih kurangnya sosialisa-
si; isi/konten/kebijakan EMIS yang dibu-
at dan disalurkan kepada PTK-IS, ku-
rang konsisten, kurang jelas dan tidak
tegas.
17 Tim Peneliti, 2016. Laporan Penelitian Imple-
mentasi Kebijakan EMIS,mewujudkan Akuntabilitas
PTKIS. Bandung: LPPM-UIN Bandung, hlm. 161-
182.
Efektifitas Sumberdaya Manusia
Kondisi sumber daya pendukung ke-
bijkan EMIS di 15 PTKIS, yaitu; a) sum-
ber daya manusia pelaksana, dari segi
kuantitas cukup memadai, akan tetapi
belum ditunjang dengan keahlian yang
relepan dan tidak ditunjang pula dengan
penagalaman, pendidikan dan pelatihan;
b) sarana prasarana pendukung imple-
mentasi kebijakan dari segi perangkgkat
keras cukup memadai, akan tetapi keba-
nyakan mereka belum didukung dengan
jaringan LAN, web, dan program yang
inovatif. Pada umnya mereka masih
menggunkan manual; d) data informasi,
masih kurang lengkap, relevan, dan
komprehensip; e) kewenangan pada
umumnya bersifat formal akan tetapi da-
lam penerapannya, kurang tegas, dan
kurang pasti untuk ditaati dan
dilaksanakan.
Efektifitas Disposisi dalam kebijakan
Kondisi sikap kesediaan para pelak-
sana kebijkan EMIS di 15 PTKIS, pada
umunya memiliki konsitensi, kejujuran,
keterbukaan. Akan tetapi konsitensi, ke-
jujuran, keterbukaan tidak cukup, mere-
ka juga dituntut memiliki kewajiban
tanggung jawab. Tanggung akan mun-
cul, makala didukung dengan motivasi,




Dalam implementasinya struktur bi-
rokrasi, berkaitan dengan Fragmentasi/
Penyebaran tanggung jawab, yang pro-
porsional, profesional, dan koordinasi.
Selain itu struktur birokrasi, berkaitan
dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP), menyakut perencanaan mantap,
perapan luwes dan fleksibel, serta
kontrol program ketat.
Kondisi struktur birokrasi dalam im-
plementasi kebijkan EMIS di 15 PTKIS,
pada umumnya; a) SOP telah dibuat
oleh para pimpinan PTKIS dan dibe-
rikan oleh kepada pelaksana, akan
tetapi kurang efesien terhadap peng-
gunaan waktu, hal itu memerlukan
inovasi baru dalam penggunaannya;
b) penyebaran tugas dan tanggung ja-
wab kepada pelaksana, kurang propor-
sional dan profesional, hal ini, memer-
lukan kebijakan baru.
Adapun capaian kinerja implemen-
tasi kebijakan EMIS di 15 PTKIS Koper-
tais Wil II Jabar Banten, dilihat dari segi
komponen data yang diaploud oleh
PTKIS, yaitu: 1) data kelembagaan dari
15 PKIS, ada 14 PTKIS yang aploud data
(93.3 %), 2) data sarana/prasana dari 15
PKIS, ada 7 PTKIS yang aploud data
(46.6 %), 3) data mahasiswa dari 15 PKIS,
ada 10 PTKIS yang aploud data (66.6 %),
4) data Dosen dari 15 PKIS, ada 12 PTKIS
yang aploud data (80 %), dan 5) data
alumni dari 15 PKIS, ada 9 PTKIS yang
aploud data (60 %).18
Dilihat dari segi data kinerja EMIS 15
PTKIS, ada 6 PTKIS dengan kualifikasi
penyampaian data tepat waktu, lengkap,
relevan, dan komprehensif (40 %), dan 7
PTKIS mendapat kualifikasi Kurang (te-
pat waktu, lengkap, relevan, dan kom-
prehensif) (46. 6 %), dan 1 PTKIS, sama
sekali tidak aploud data, sesuai dengan
ketentuan. Dengan demikian apabila da-
ta kinerja EMIS dari 15 PTS, diakumu-
lasikan, baru mecapai 56 %. Data terse-
but, menunjukan masih lemahnya kinerja
EMIS-PTKIS, di lingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten.19
Adapun dampak implementasi kebi-
jakan EMIS-PTKIS di lingkungan Koper-
tais Wilayah II Jabar-Banten, meliputi
dua kategori sebagai berikut:
Implementasi EMIS dan Dampaknya
Dampak Pengetahuan tehadap Sasaran
Program
Dampak implementasi kebijakan
EMIS-PTKIS di lingkungan KOPERTAIS
Wilayah II Jabar-Banten, ditemukan
sebagai berikut:20 Pertama; Kebijakan dan
program pengembangan EMIS-PTKIS,
dianggap mampu membawa perubahan
yang lebih baik yaitu dengan, bertam-
bahnya wawasan dan pengetahuan pe-
gawai akan tugas dan fungsinya dalam
18 Ibid, hlm. 183.
19 Ibid, hlm. 184.
20 Ibid, hlm. 186.
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pelaksanaan peningkatan mutu EMIS-
PTKIS. Terutama bagi pelaksana dan
operator EMIS yang bekerja sejak meng-
ikuti sosialisai, merencanakan, pengum-
pulan data, reduksi, dan palidasi data,
sampai pada akhirnya aplod data pada
program EMIS Kemenag. Program pem-
binaan/pengembangan pengembangan
EMIS-PTKIS ini, memfasilitasi mereka,
pengetahuan akan tugas-tugasnya yang
sesuai dengan tupoksi masing-masing,
dengan menghasilkan data informasi
EMIS, yang tepat waktu, lengkap, rele-
van, dan komprehensif. Kedua: Melalui
informasi kebijakan EMIS-PTKIS, sosiali-
sasi program, dan pendampinagan beru-
pa diklat, akhirnya mereka lebih mema-
hami tugasnya yang sekarang. Pelak-
sanaan tupoksi seperti pendataan, peme-
taan, sampai menghasilkan data infor-
masi “tepat waktu, lengkap, relevan, dan
komprehensif” juga semakin dipahami
oleh pelaksana dengan adanya program
pembinaan/pengembangan pelaksana
EMIS, mereka mengetahui aturan-aturan
dalam bertugas merupakan hal lain juga
yang diperoleh dari adanya program
sosialisasi program, dan pendampinagan
berupa diklat, yang dilakukan lembaga
dalam hal ini KOPERTAIS.
Dampak kualitas: Akuntabilitas PTKIS
Ada tiga indikator penting kaitannya
dengan akuntabilitas dalam penilaian
Organisasi PT, yaitu:21 (1) verifikasi
penggunaan sumber-sumber organisasi.
Sumber-sumber organisasi seperti hal-
nya perguruan tinggi dapat berupa mo-
dal atau anggaran, sumber daya manu-
sia, sarana dan prasarana yang meliputi
gedung perguruan tinggi dan fasilitas-
nya; (2) verifikasi target, program, imple-
mentasi dan evaluasi output tertentu
yang diharapkan. Hal ini tentu berkaitan
dengan strategi manajemen sebuah per-
guruan tinggi sehingga perencanaan
program kerja, pengorganisasian atau
konsolidasi, implementasi dan kontrol
terhadap pelaksanaan program; dan (3)
evaluasi eksternal terhadap output se-
buah produk yang dihasilkan.
Pengakuan Akuntabilitas PTKIS se-
cara definitif dlakukan oleh pemerintah,
di buktikan dengan hasil penilaian Akre-
ditasi oleh Ban-PT. Adapun Gambaran
Akuntabilitas kinerja di 15 PTKIS di ling-
kunngan Kopertais Wil II Jabar Banten,
dapat dilihat dari data hasil Akreditasi
BAN-PT di 15 PTKIS, ada 6 PTKIS de-
ngan kualifikasi peringkat Akreditasi B
(18.75 %), dan 26 PTKIS mendapat kuali-
fikasi peringkat C (81.25 %). Dengan
demikian peringkat Akreditasi BAN PT,
di 15 PTKIS, menunjukkan masih ku-
rangnya “akuntabel” PTKIS di wilayah II
Jabar-Banten.22
21 Ibid,, hlm. 187.
22 Ibid, hlm. 188.
176
SIMPULAN
Berdasarkan kajian, analisis, dan
pembahasan terdapat temuan hasil pene-
litian tentang “Implementasi Kebijakan
Sistem Informasi Manajemen Pendidik-
an/Education Management Information Sys-
tem dalam Mewujudkan Akuntabilitatas
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta (Studi di PTKIS Wilayah II Jawa
Barat dan Banten), dapat ditarik kesim-
pulan, secara umum bahwa implemen-
tasi kebijakan EMIS di 15 PTKIS Wilayah
II, belum efektif dilaksanakan, sehingga
berdampak pada kinerja PTKIS yang
tidak akuntabel.
Secara lebih khusus penelitian ini,
menyimpulkan sebagai bahwa: pertama;
Peran komunikasi dan informasi dalam
proses pengambilan keputusan Imple-
mentasi Kebijakan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan (EMIS), di 15
PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar
Banten, belum sepenuhnya tepat waktu,
lengkap, relevan, dan komprehensif;
Kedua; Sumber daya manusia, sumber
daya perangkat keras, perangkat lunak,
dan proses pengolahan data menjadi
informasi di 15 PTKIS Kopertais Wilayah
II Jabar Banten, belum bersinergi satu
dengan yang lainnya dalam membantu
dalam proses manajemen, dan pencapain
kinerja; Ketiga; Disposisi atau kesiapan
implementator, dalam Implementasi Ke-
bijakan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan (EMIS), di 15 PTKIS; belum
mendukung kinerja harian organisasi,
mendukung kinerja manajemen, serta
belum mampu mempengaruhi peme-
nuhan kewajiban yang berhubungan
dengan aset dan performan kinerja orga-
nisasi; dan Keempat; Struktur birokrasi
dalam Implementasi Kebijakan Sistem
Informasi Manajemen Pendidikan
(EMIS), di 15 PTKIS; belum mampu me-
ningkatkan kualitas pengelolaan infor-
masi, memberikan akses informasi yang
faktual, memberikan timbal balik yang
positif terhadap pelayanan mutu terstan-
darisasi, serta dapat mengelola dan
menjadi media komunikasi efektif dan
efisien bagi PTKIS, salah satunya adalah
website PTKIS.
DAFTAR PUSTAKA
Daulat P.Tampubolon, 2001. Perguruan Tinggi Bermutu. Jakarta: Penerbit Blantika.
Edwards III, George C. 1984. Implementing Public Policy. Washington, Quarterly Press.
Fakry Gofar dan Yayat. 2003. Hasil Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan. Bandung:
Pascasarjana UPI.
Gasperz, Vincent, 2002, Total Quality Management, Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka
Utama.
177
Moleong Lexy 1996. Metode Penelitian Kulaitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan –. Proses.
Jakarta: Elex Media Komputindo
Rusdiana dan Moh. Irfan, 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia
Sukmadinata, 2006. Pengendalian Mutu Pendidikan (konsep, Prinsip, dan Instumen),
Bandung: Reflika Adita
Tampubolon P. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu. Jakarta.Penerbit Blantika.
Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus
Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis
Masigter Administrasi Publik Yogyakarta: UGM
Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja
Grafindo.
Dokumen Peraturan dan Perundangan:
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor J.I/46/2009. Tentang Pedoman
Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam.
Surat Edaran Ditjen Pendis, nomor Dj.I/Set.I/PP.00.11/2049/2015, tertanggal 2 Juli
2015. tentang Pemutakhiran Data EMIS semester Ganjil TP 2015/2016.
Tim Peneliti, 2016. Laporan Penelitian Implementasi Kebijakan EMIS,mewujudkan
Akuntabilitas PTKIS. Bandung: LPPM-UIN Bandung.
